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SIPPT A/N BANGKOK BANK LIMITED
NOMOR. 2226/-1.711 5
TANGGAL 19/0711983
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SIPPT A/N BANK DAGANG NEGARA
NOMOR 2187/-1.711.5
TANGGAL 17/09/1997

SIPPT A/N PT SARIMI TOKYO HOTEL
NOMOR. 2518/AK/BKD/71
TANGGAL 101211971
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RENGANA KOTA

SEMATA-MATA MENYATAKAN INFORMASI RENCANA KOTA
DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH

KETEHANGAN

BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2074 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONAS! DAN PETA FADA FORTAL

JAKARTA SATU;

BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2020 TENTANG FERUBAHAN KE TIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN

NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL;

3. BERDABARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGH
FEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;

4. BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAG!
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;

5. PERNAH DITERBITKAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1728 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI
UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS BRAFID TRANSIT KORIDOR BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA DENGAN NOMOR PEMERIKSAAN
232/P/BIPPSR/DCKTRP/XI2018;

6. PERNAH DITERBITKAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1713 TAHUN 2013 TANGGAL 18 DESEMBER 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1728 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN MASS RAFID
TRANSIT KORIDOR BUNDARAN HOTEL INDOMESIA - KOTA; BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 682 TAHUN 2021 TENTANG TiM PERSIAPAN
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDDR BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA;

7. BERDASARKAN NOTA DINAS DARI KEPALA BIRQ FEMERINTAHAN SETDA PROVINS! DK) JAKARTA SELAKU SEKRETARIS TiM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH
KEPADA ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA PROVING! DKI JAKARTA SELAKU KETUA TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH NOMOR 1091/-1.711 TANGGAL 31
ABUBTUS 2021 HAL VERIFIKAS!I DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DPPT) UNTUK FEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR
BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA;

8. BERDASARKAN SURAT DARI KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINS DKl JAKARTA KEPADA KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI DKl JAKARTA NOMOR 4334/-1.811.3 TANGGAL 16 SEPTEMBER 2021 HAL PENYAMPAIAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DPPT)
PERUBAHAN MAT KORIDOR BUNDARAN HI - KOTA;

9. BERDASARKAN NOTA DINAS DARI KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DKi JAKARTA KEPADA KEPALA DINAS GIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 4581/-1.811.3 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021 HAL PERMOHONAN PEMBUATAN PETA LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN
JALUR MRT KORIDOR BUNDARAN HI - KOTA;

10. BAHWA DIMENSI LEBAR JALAN MERUPAKAN ANGKA PEMBULATAN, SEHINGGA YANG AKAN DWADIKAN ACUAN DALAM PEMATOKAN ADALAH DIMENSI
EXSISTING YANG TERUKUR DILAPANGAN:

11. BAHWA PROSES PENGUKURAN DAPAT DILAKUKAN PADA SAAT PEMATOKAN (APABILA DIPERLUKAN);

12. SEBELUM PELAKBANAAN PEMBANGLNAN AGAR BERKOURDINAST DENGAN INSTANS! TERKAIT.
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SIPPT A/N PIMPRO SAPTA PESONA
NOMOR. 1457/-1.711.5
TANGGAL 01/06/1895

SIPPT A/N PT INDOSAT
NOMOR. 10449/11/1966
TANGGAL 13/02/1986

SIPPT A/N BANK INDONESIA
NOMOR. 2158/Xil/1982
TANGGAL 30/12/1982
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. BAHWA DIMENSI LEBAR JALAN MERUPAKJKW ANGKA PEMBULATAN, SEHINGGA YANG AKAN DIJADIKAN ACUAN DALAM PEMATOKAN ADALAH DIMENSI

BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI DAN PETA FADA PORTAL
JAKARTA SATU;
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REFURLIK INDONESIA NOMOR 188 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KE TIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PERCEPATAN PELAKSAMAAN PROYEK STRATEGIS NASICNAL;

AN PERATURAN AH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAG!
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;
PERNAH DITERBITKAN KEPUTUBAN GLIBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1728 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI
UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RARID TRANSIT KORIOOR BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA DENGAN NOMOR PEMERIKSAAN
23P/B/PPSH/DCKTRPIXV2018;
PERNAH DITERBITKAN KEPUTUSAN GUBERNLIR PROVINGI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1713 TAHUN 2018 TANGGAL 18 DESEMBER 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAM GUBERNUR NOMOR 1728 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKAS! UNTUK PEMBANGUNAN MASS RAFID
TRANSIT KORIDUR BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA; BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 682 TAHUN 2021 TENTANG TIM FERSIAPAN
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGLNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA;
BERDASARKAN NOTA DINAS DAR! KEPALA BIRG PEMERINTAHAN SETDA PROVINS! DK JAKARTA SELAKU SEKRETARIS TIM PERSIAPAN PENOADAAN TANAH
KEPADA ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA PROVINS! DKI JAKARTA SGELAKU KETUA TiM PEASIAPAN PENGADAAN TANAH NOMOR 1091/-1.711 TANGGAL 31
AGUSTUS 2021 HAL VERIFIKASH DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DPET) UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR
BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA;
BERDASARKAN SURAT DARI KEPALA DINAS PEAHUBUNGAN PROVING! DKI JAKARTA KEPADA KEPALA DINAS GIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINS! DKI JAKARTA NOMOR 4334+-1.811.3 TANGGAL 16 SEFTEMBER 2021 HAL PENYAMPAIAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DPPT)
PERUBAHAN MRT KORIDOR BUNDARAN Hi - KOTA: i
BERDASARKAN NOTA DINAS DARL KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DI JAKARTA KEPADA KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 4681/-1.811.3 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021 HAL PERMOHONAN PEMBUATAN PETA LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN
JALUR MAT KORIDOR BUNDARAN Hi - KOTA;

EKSISTING YANG TERUKUR DILAPANGAN:
BAHWA PROSES PENGUKURAN DAPAT DILAKUKAN PADA SAAT PEMATOKAN (APABILA DIPERLUKAN]
GEBELUM PELAKSANAAN PEMBANGLINAM AGAR BERKOORDINASI DEMGAN INSTANS! TERKAIT.
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RENCANA KOTA

SEMATA-MATA MENYATAKAN INFORMAS|I RENCANA KOTA
DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH

KETERANGAN :
1. BEADASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONAS! DAN PETA FADA FORTAL

JAKARTA SATU;
BERDABARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KE TIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN

2.

NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL;

3. BERDABARKAN PERATURAN PEMERINTAH AEPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI

PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;

4. BEADASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI

PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;

5. PERNAH DITERBITKAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1728 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI
UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MABS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA DENGAN NOMOR PEMERIKSAAN

232/PB/PPSR/OCKTRP/XV2018;

6. PERNAH OITERBITKAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1713 TAHUN 2019 TANGGAL 18 DESEMBER 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1728 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN MASS RAFID

TRANSIT KORIDOR BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA; BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 682 TAHUN 2021 TENTANG TIM PERSIAPAN .

PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA;

7. BERDASARKAN NOTA DINAS DARI KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI DKI JAKARTA SELAKU SEKRETARIS TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH

KEPADA ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA PROVINS! DKI JAKARTA SELAKU KETUA TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH NOMOR 109%/-1.711 TANGGAL 31

AGUBTUS 2021 HAL VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DFPT) UNTUK PEMBANGUNAN JALUA MASS RAPID TRANSIT KORIDOR

BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA;

8. BERDASARKAN SURAT DARI KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINS! DKI JAKARTA KEPADA KEPALA DINAS GIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 4334/-1.811.3 TANGGAL 16 SEPTEMBER 2021 HAL PENYAMPAIAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DPPT)

PERUBAHAN MRT KORIDOR BUNDARAN Hi - KOTA;

9. BERDABARKAN NOTA DINAS DAR) KEPALA DINAS PERHUBUNGAN OKI JAKARTA KEPADA KEPALA DINAS GIPTA KARYA, TATA BUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 4581/-1.811.3 TANGGAL 306 SEFTEMBER 2021 HAL PERMOHONAN PEMBUATAN PETA LOKAS) RENCANA PEMBANGUNAN
JALUR MRT KORIDOR BUNDARAN HI - KOTA;

10. BAHWA DIMENSI LEBAR JALAN MERUPAKAN ANGKA PEMBULATAN, SEHINGGA YANG AKAN DUADIKAN ACUAN DALAM PEMATOKAN ADALAH DIMENSI
EKSISTING YANG TERUKUR DILAPANGAN:

11. BAHWA PROSES PENGUKURAN DAPAT DILAKUKAN PADA SAAT PEMATOKAN (APABILA DIPERLUKAN):

12. SEBELUM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN AGAR BERKOORDINAS] DENGAN INSTANS! TERKAIT.
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RENCANA KOTA

EMATA-MATA MENYATAKAN INFORMASI RENCANA KOTA
DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH

KETERANGAN :
1. BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI DAN PETA PADA PORTAL

JAKARTA SATU;

2. BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA NOMOR 108 TAHUN 2020 TENTANG FERUBAHAN KE TIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN
NDMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL;

3. BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENVELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANQUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;

4. BERADASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAMUN 2021
TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTAMG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGH
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;

5. PERNAH DITERBITKAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1728 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI
UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDDOR BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA DENGAN NOMOR PEMERIKSAAN
232/P/B/PPSR/OCKTRP/XI2018;

6. PERNAH NTERBITKAN KEPUTUSAN GUBERMUR PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1713 TAHUN 2019 TANGGAL 18 DESEMBER 2019
TENTANG PEAUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1728 TAHUN 2016 TENTANG PENETAFAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN MASS RARID
TRANSIT KORIDOR BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA; BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERMUIR NOMOR 682 TAHUN 2021 TENTANG TIM PERSIAPAN
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDARAN HOTEL INDORESIA - KOTA;

7. BERDASARKAN NOTA DINAS DARI KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI DKI JAKARTA SELAKU SEKAETARIS TiM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH

KEPADA ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA PROVINS] DKi JAKARTA SELAKU KETUA TiM PERSIAPAN PEMGADAAN TANAH NOMOR 1081/-1.711 TANGGAL $1

ABUSTUS 2021 HAL VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DPPT) UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR

BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA;

BERDASARKAN SURAT DARI KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINGSI DKI JAKARTA KEPADA KEPALA DINAS GIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN

PROVINS! DKI JAKARTA NOMOR 4334/-1.811,3 TANGGAL 16 SEPTEMBER 2021 HAL PENYAMPAIAN DOKUMEN FERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DPPT)

PERUBAHAN MRT KORIDOR BUNDARAN HI - KOTA;

BERDASARKAN NOTA DINAS DARI KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DKi JAKARTA KEPADA KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA BUANG DAN PERTANAHAN

PROVINS! DKt JAKARTA NOMOR 4561/-1.811.3 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021 HAL PERMOHONAN PEMBUATAN PETA LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN

JALUR MAT KORIDOR BUNDARAN Hf - KOTA;

10. BAHWA DIMENS! LEBAR JALAN MERUPAKAN ANGKA PEMBULATAN, SEHINGGA YANG AKAN DIJADIKAN AGUAN DALAM FEMATOKAN ADALAH DIMENSI
EKSISTING YANG TERUKUR DILAPANGAN:

11. BAHWA PROSES PENGUKURAN DAFAT DILAKUKKAN PADA SAAT PEMATOKAN (APARILA DIPERLUKAN];

12. SEBELUM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN AGAR BERKOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT.

o

w

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
B L DU DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
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LOKASI 27777 JAURMRT

RENCANA KOTA

SEMATA-MATA MENYATAKAN INFORMASI RENCANA KOTA
DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH

KETERANGAN :
1.

2.

BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI DAN PETA FADA PORTAL
JAKARTA SATU;

BERDABARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KE TIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 3 TAHLUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL;

BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAG!
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;

BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAG!
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;

PERNAH DITERBITKAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1728 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKAS|
UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA DENGAN NDMOR PEMERIKSAAN
202/PBIPPSR:DCKTRPIXI/2518;

PERNAH DITERBITKAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1713 TAHUN 2019 TANGGAL 18 DESEMBER 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1726 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN MASS RAPID
TRANSIT KORIDOR BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA; BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 892 TAHUN 2021 TENTANG TIM PERSIAPAN
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA;

BERDASARKAN NOTA DINAS DARI KEPALA BIRO FEMERINTAHAN SETDA PROVINS! DKI JAKARTA SELAKU SEKRETARIS TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH

7.

KEPADA ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA PROVINS! DKI JAKARTA SELAKU KETUA TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH NOMOR 1081/-1.711 TANGGAL 31
ABUSTUS 2021 HAL VERIFIKAS| DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH {DPPT) UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDUR
BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA;

8. BERDASARKAN SURAT DARI KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA KEPADA KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINS| DKl JAKARTA NOMOR 4334/-1.811.3 TANGGAL 16 SEFTEMBER 2021 HAL PENYAMPAIAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DPPT)
PERUBAHAN MRT KORIDOR BUNDARAMN HI - KDTA;

9. BERDASARKAN NOTA DINAS DARI KEPALA DIMAS PERHUBUNGAN DK! JAKARTA KEPADA KEPALA DINAS GIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINS! DKI JAKARTA NOMOR 4581/-1.811.3 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021 HAL PERMOHONAN PEMBUATAN PETA LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN
JALUR MRT KORIDOR BUNDARAN HI - KOTA;

10. BAHWA DIMENS| LEBAR JALAN MERUPAKAN ANGKA PEMBULATAN, SEHINGGA YANG AKAN DIJADIKAN ACUAN DALAM PEMATOKAN ADALAH DIMENSI
EKSISTING YANG TERUKUR DILAPANGAN:

11. BAHWA PROSES PENGUKURAN DAPAT DILAKUKAN PADA SAAT PEMATOKAN (APABILA DIPERLUKAN]);

12. BEBELUM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN AGAR BERKOURDINAS! DENGAN INSTANSI TERKAIT.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
1 IBUKO JAKARTA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
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SIPPT A/N BADAN PENGELOLA INVESTASI &
PENYERTAAN MODAL

NOMOR. 210217111987

TANGGAL 13/03/1987

KEMENTERIAN KESEKRETARIATAN NEGARA

e
SIPPT A/N PT. DUTA ANGGADA
NOMOR. 4543/VIi1983
TANGGAL 26/07/1983

-

il
ATA-MATA MENYATAKAN INFORMASI RENCANA KOTA
DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH

KETERANGAN :
1. BERDASARKAKN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONAS! DAN PETA PADA FORTAL
JAKARTA SATU;

2. BEADABARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUSLIK INDONESIA NOMOR 108 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KE TIGA ATAG PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 3 TAHUIN 2015 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYVEK STRATEGIS NASIONAL;

3. BEMDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONES!A NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;

4. BEADASARKAN PERATURAN MENTER! AGRARIA DAN TATA RUANG 7 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021
TEMTANG KETENTUAN PEL/ PERATURA! NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK KEFENTINGAN UMUM;

5. PERNAH DITERRITKAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1728 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAM LOKAS!
UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA DENGAN NOMOA PEMERIKSAAN
23PAPRSRDOKTRPXI2018;

6. PERNAH ITERBITKAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1713 TAHUN 2019 TANGGAL 18 DESEMBER 2013
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1728 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASi UNTUK PEMBANGUNAN MASS RAPID
TRANSIT KORIDOR BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA; BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 882 TAHUN 2021 TENTANG TIM PERSIAPAN
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA;

7. BERDABARKAN NOTA DINAS DARJ KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINS| DK/ JAKARTA SELAKU SEKRETARIS TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH
KEPADA ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA PROVINS! DKI JAKARTA SELAKL KETUA TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH NOMOR 1081/-1.711 TANGGAL 31
AGUSTUS 2021 HAL VERIFIKAS! DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DPPT) UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR
BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA;

8. BERDABARKAN SURAT DARI KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVING! DKI JAKARTA KEPADA KEPALA DINAS GIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 4334/-1.811.3 TANGGAL 16 SEPTEMBER 2021 HAL PENYAMPAIAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DPPT)

ISTANA MERDEKAISTANA MERDEKA PERURAHAN MAT KORIDOR BUNDARAN HI - KOTA;

9. BERDAGARKAN NOTA DINAS DARI KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DIKI JAKARTA KEPADA KEPALA DINAS GIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINS| DKI JAKARTA NOMOR 4561/-1.811.3 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021 HAL PERMOHONAN PEMBUATAN PETA LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN
JALUR MRT KORIDOR BUNDARAN Hi - KOTA;

10. BAHWA DIMENGI LEBAR JALAN MERUPAKAN ANGKA PEMBULATAN, SEHINGGA YANG AKAN DIJADIKAN ACUAN DALAM PEMATOKAN ADALAH DIMENS!
EKSISTING YANG TERUKUR DILAPANGAN:

11. BAHWA PROSES PENGUKURAN DAPAT DILAKUKAN PADA SAAT PEMATOKAN (APABILA DIPERLUKAN);

12. SERELUM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN AGAR BERKOORDINAS! DENGAN INSTANS| TERKAIT,
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SIPPT A/N PT. BANK TABUNGAN NEGARA
NOMOR. 1983/-1.711.5
TANGGAL 24/06/1994
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SIFPT AN PT. Ques@eg/
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TANGGAL 25/09/1878 7

Tt

WORSKE

e

SIPPT A/N PT HARAPAN MOTOR SAKTI GOY
NOMOR. 2586/A/K/BKD/76
TANGGAL 08/12/1976
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SIPPT AN PT TEKTONA LEMBANA

NOMOR, 8186/X1/1981
TANGGAL 03/11/1981

SIPPT A/N PT TEKTONA LEMBANA
NOMOR. g187/X1/1981
TANGGAL 03/11/1881
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RENCANA KOTA

SEMATA-MA

TA MENYATAKAN INFORMAS! RENCANA KOTA
DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH

KETERANGAN :
1.

BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATLIRAN ZONASE DAN PETA FADA FORTAL
JAKARTA SATU;
2.

BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA NOMOR 108 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KE TIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL;

AN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 202t TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;

BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG f KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGAUDAAN TANAH BAGH
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;

5.

4.

PERNAH DITERBITKAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1728 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI
UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA DENGAN NOMOR PEMERIKSAAN
232/P/B/FPSR/DCKTRPIXV2018;

6.

PERNAH DITERBITKAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKDTA JAKARTA NOMOR 1713 TAHUN 2019 TANGGAL 18 DESEMBER 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1728 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN MASS RAPID

TRANSIT KORIDOR BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA; BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 882 TAHUN 2021 TENTANG TIM PERSIAPAN
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA;
7.

BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA;

BERDASARKAN NOTA DINAS DAR! KEPALA BIRG PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI DKI JAKARTA SELAKU SEKRETARIS TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH
AGUBTUS 2021 HAL VERIFIKAS|I DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DPPT) UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR
A:
8.

KEPADA ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA PROVINSI DKi JAKARTA SELAKU KETUA TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH NOMOR 1091/-1.711 TANGGAL 31

PERUBAHAN MRT KORIDOR BUNDARAN HI - KOTA:
9.

BERDASARKAN SURAT DAR! KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVING! DKI JAKARTA KEPADA KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINS! DKI JAKARTA NOMOR 4334/-1,811.3 TANGGAL 16 SEPTEMBER 2021 HAL PENYAMPAIAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DPPT)

PROVINS| DK) JAKARTA NOMOR 4581/-1.811.3 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021 HAL PERMOHONAN PEMBUATAN PETA LOKASI RENCANA FEMBANGUNAN
JALUR MRT KORIDOR BUNDARAN Hi - KOTA;

0. BAHWA DIMENSI LEBAR JALAN MERUPAKAN ANGKA PEMBULATAN, SEHINGGA YANG AKAN DUADIKAN ACUAN DALAM FEMATOKAN ADALAH DIMENSI
EKSISTING YANG TERUKUR DILAPANGAN;

11. BAHWA PROSES PENGUKURAN DAPAT DILAKUKAN PADA SAAT PEMATOKAN (AFABILA DIPERLUKAN):
12. SEBELUM PELAKSANAAN

BEADASARKAN NOTA DINAS DAR| KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DK) JAKARTA KEPADA KEPALA DIMAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN

JNAN AGAR BERKOO! S1 DENGAN INSTANS! TERKAIT.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
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ekt * DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH

KETERANGAN :

1. BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI DAN PETA PADA PORTAL
JAKARTA SATU;

| 2. BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KE TIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN

| NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROVEK STRATEGIS NASIONAL;
d 3. BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGH
e PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;

o 4. BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2021

| - e TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI

SIPPT AN EFENDLTANUWIIAYA | = B PEMBANGUNAN UNTUK KEFENTINGAN UMUM;

HOMOR. 153 A K/BKDTF o B - 5. PERNAH DITERBITKAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1728 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKAS!

TANGGAL 26011877 : | PR UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA DENGAN NOMOR PEMERIKSAAN

} L= ) - 232/P/B/PPSR/DOKTRP/XU2015;
PR ' 6. PERMAH DITERBITKAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSIS 1BUKOTA JAKARTA NOMOR 1713 TAHUN 2019 TANGGAL 18 DESEMBER 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1728 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASH UNTUK PEMBANGUNAN MASS RAFID
TRANSIT KORIDOR BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA; BERDASARKAN KEFUTUSAN GUBERNUR NOMOR 622 TAHUN 2021 TENTANG TIM PERSIAPAN
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA;

7. BERDASARKAN NOTA DINAS DARI KEPALA BIRG PEMERINTAHAN SETDA PROVINS! DKI JAKARTA SELAKU SEXRETARIS TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH
KEPADA ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA PROVINS! DK! JAKARTA SELAKU KETUA TIM PERGIAPAN PENGADAAN TAMAH NOMOR 1031/-1.711 TANGGAL 31
AGUSTUS 2021 HAL VERIFIKAS! DOKUMEN FERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DPPT) UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR
BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA;

5. GERDASARKAN SURAT DAR! KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINS! DKI JAKARTA KEPADA KEPALA DINAS GIFTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINS| DKI JAKARTA NOMDR 4334-1,811.3 TANGGAL 16 SEPTEMBER 2021 HAL PENYAMPAIAN DOKUMEN FERENGANAAN PENGADAAN TAMAH (DPPT)
PERUBAHAN MRT KORIDOR BUNDARAN Hi - KOTA;

5. BERDASARKAN NOTA DINAS DAR! KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DKI JAKARTA KEPADA KEPALA DINAS GIPTA KARYA, TATA RUANG DAN FERTANAHAN
PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 4G81/-1.811.3 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021 HAL PERMOHONAN PEMBUATAN PETA LOKAS| RENCANA PEMBANGUNAN

\ JALUR MAT KORIDOR BUNDARAN HI - KOTA;

| 10. BAHWA DIMENS| LEBAR JALAN MERUPAKAN ANGKA PEMBULATAN, SEHINGGA YANG AKAN DIJADIKAN ACUAN DALAM FEMATOKAN ADALAH DIMENS!

\ EKSISTING YANG TERUKUR DILAPANGAN;

11. BAHWA PROSES PENGUKURAN DAPAT DILAKUKAN PADA SAAT PEMATOKAN (APABILA DIPERLUKAN):

12, SEBELUM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN AGAR BEFIKODRDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT,

KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH JAWA BAHAL
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= — = Gl E"gﬁ%g-? AEE'?A"R?RUSUS DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
e ; L Nomer 110 TRHUMN 100
L = v W TANGGAL © )]
dKENMAS KELURAHAN KEBON KELAPA BULAN Ok'\‘ObQX'

SIFPT m_—sememm_s_ NEGARAB JiBATE TULIB XY ANIES RASYID BASWEDAN TAHUN @ QPO

- e F ) = DISETUJUI :

2:»?:?&17::’111/?1;;15 N “L DISETUJUI /PEMOHO'\:: I NAS PERHUBUNGAN

TATA RUANG DAN PERTANAHAN *
~ | KEPALA DINAS PERHUBUNGAN : PROVINS! DKI JAKARTA
\ PROVINS| DKI JAKARTA i BRCVING) DIt LAKARTA
f L
i SIPPT AN PT GUNUNG ANSA DIKETAHUI : ODE NOMOR PETA  : 73/ x/.
- ettt Tin st L KABID. REN PSR : 73/B/ PPSRIDC TR/ %/202)
) E =
TANGGAL 25/08/2012 3 DIKETAHUI : TanceALPETA (@ Ok ToRER. 204\
SIPPT A/N PT. SETIO HARTO JAYA : DIPERIKSA 1\/ IABID: BERKERETAARIAN /{
( NOMOR. 158/A/K/BKD/77 2 KASIE. TRANSPORTASI SKALA: 1 :2.000 LEMBARKE : 8 /15
TANGGAL 260111977 i
Y PERIHAL PENETAPAN LOKASI
UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT
! KORIDOR BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
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SEMATA-MATA
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MENYATAKAN INFORMAS| RENCANA KOTA
DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH

KETERANGAN :
1.

BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI DAN PETA PADA PORTAL
JAKARTA BATU:
2.

BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMODR 109 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KE TIGA ATAS PERATURAAN PRESIDEN

NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL;

3. BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REFUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGH
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;

4. BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;

5.

PERNAH DITERBITKAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1728 TAHUN 201B TENTANG PENETAPAN LOKASI
UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAFID TRANSIT KORIDDR BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA DENGAN NOMOR PEMERIKSAAN
23PB/PPSR/DCKTAP/XV2018;

6.

PERNAH DITERBITKAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1713 TAHUN 2013 TANGGAL 18 DESEMBER 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1728 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKAS! UNTUK PEMBANGUNAN MASS RAFID
TRANSIT KORIDOR BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA; BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 682 TAHUN 2021 TENTANG TIM PERSIAPAN
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGLUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA;

7. BERDASARKAN NOTA DINAS DARI KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINS! DKI JAKARTA SELAKL SEKRETARIS TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH
KEPADA ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA PROVINSI DKI JAKARTA SELAKU KETUA TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH NOMOR 1021/-1.711 TANGGAL 31

AGUSTUS 2021 HAL VERIFIKAS! DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DPPT) UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR
BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA;
8.

BERDASARKAN SURAT DARI KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINS| DKl JAKARTA KEPADA KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINS! DK! JAKARTA NOMOR 4334/-1,811.9 TANGGAL 16 SEPTEMBER 2021 HAL PENYAMPAIAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DPPT)
PERUBAHAN MART KORIDOR BUNDARAN HI - KOTA;

N

BEADASARKAN NOTA DINAS DARI KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DKI JAKARTA KEPADA KEPALA DINAS CIPTA KAHYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINS! DKI JAKARTA NOMOR 4561/-1.811.3 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021 HAL PERMOHONAN PEMBUATAN PETA LOKAS!T RENCANA PEMBANGUNAN
JALUR MRT KORIDOR BUNDARAN Hi - KOTA;

10. BAHWA DIMENS! LEBAR JALAN MERUPAKAN ANGKA PEMBULATAN, SEHINGGA YANG AKAN DWADIKAN ACUAN DALAM PEMATOKAN ADALAH DIMENSI
EXSISTING YANG TERUKUR DILAPANGAN;

11. BAHWA PROSES PENGUKURAN DAPAT DILAKUKAN PADA SAAT PEMATOKAN (APABILA DIPERLUKAN);
12. SEBELUM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN AGAR BEFKDORDINAS] DENGAN INSTANS TERKAIT.
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II\ \\\ SEMATA-MATA MENYATAKAN INFORMASI RENCANA KOTA
A}
-. SIPPT A/N PT BANK BALI \ DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH
e NOMOR 3790/-1.711.5 KETERANGAN :
1. BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI DAN PETA PADA PORTAL
TANGGAL 02/10/1932 JAKARTA BATU;
2. BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NUMOR 109 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KE TIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN
| NOMOR 3 TAHUIN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGS NASIONAL;
hoaschtt =" AN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELEMGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGH
. MASID AS SYIFA PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;
! 4. BERDASARKAN PERATURAN MENTER| AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2021
a— TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAR BAGI
| PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;
| MASJID KEBON JERUK 5. PERNAH DITERBITKAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHLSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1728 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI
® . UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDARAN HOTEL INDOMESIA - KOTA DENGAN NUMOR PEMERIKSAAN
'§ s ~ 232/PiB/PPSR/DCKTRP/XV2018;
KANTOR LURAH KRUKUT ® ﬁmm"x = 6. PERNAH DITERBITKAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1713 TAHUN 2019 TANGGAL 18 DESEMEER 2019
% o | TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1728 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN MASS RAFID
5 — TRANSIT KORIDOR BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA; BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 8892 TAHUN 2021 TENTANG TIM FERSIAPAN
| i || PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA;
\ 7. BERDASARKAN NOTA DINAS DARI KEPALA BIRO PEMERINTAHAN BETDA PROVINSI DKI JAKARTA SELAKU SEKRETARIS TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH
KEPADA ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA PROVINS! DKI JAKARTA SELAKL KETUA TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH NOMOR 10311711 TANGGAL $1
ABUSTUS 2021 HAL VERIFIKAS!I DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DPPT) UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR
\ BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA;
\\ 8. BERDASARKAN SURAT DARI KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINS| DKI JAKARTA KEPADA KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 4334/-1.611.8 TANGGAL 16 SEPTEMBER 2023 HAL PENYAMPAIAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DPPT)
AL KESRYRAN \ PERUBAHAN MRT KORIDOR BUNDARAN HI - KOTA:
\ 9. BERDASARKAN NOTA DINAS DAR! KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DKI JAKARTA KEPADA KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI DK JAKARTA NOMOR 4561/-1.811.3 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021 HAL PERMOHONAN PEMBUATAN PETA LOKASI RENGANA PEMBANGUNAN
| JALUR MAT KORIDOR BUNDARAN Hj - KOTA; .
'3 \ 10. BAHWA DIMENS! LEBAR JALAN MERUPAKAN ANGKA PEMBULATAN, SEHINGGA YANG AKAN DWADIKAN ACUAN DALAM PEMATOKAN ADALAM DIMENSE
— | PUSKESMAS KELURS, EKSISTING YANG TERUKUR DILAPANGAN:
| _gt—KEBGN‘J 11. BAHWA PROSES PENGUKURAN DAPAT DILAKUKAN PADA SAAT PEMATOKAN (APABILA DIPERLUKAN)
| e - 12. SEBELUM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN AGAR BERKOCRADINASE DENGAN INSTANSI TERKAIT,
o GUBERNUR DAERAH KHUSUS LAMPIRAN KEFUTUSAN GUBERNUR
/’JC@““N, — IBUKOTA JAKARTA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
el nomor ;Y0 TARWUMN 20721
—— -
— W TANGGAL © 2D
susn - Qurolper
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1 $D NEBERI MAPHAR 01 PAGI DISETUJUI PEMOHON :
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o
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\ v KASIE. TRANSPORTAS! ' SKALA: 1 :2.000 l LEMBAR KE :10/15
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~SIPET-A/N PT. BOROBUDUR CONTINENTAL

R KEAMANAR T

NOMOR 2539/A//BK1/1974 |
TANGGAL 26/12/1974 A
SIPPT AN PT. LUMBUNG ARTHA NUGRAHA 2
NOMOR 2258/-1.741.5 =7 er FLazs riata wuRU
!l TANGGAL 21/6/1991
l! MASJID JAMT BAITUSSALAM A KESEJAHTERAAN

SIPPT A/N NV. BAUW MATSCEHAPPY
NOMOR 2353/A/k/BKD/1976
TANGGAL 12/4/1976

SIPPT A/N PT TRIPODA COMPANY
NOMOR 2419/A/k/BKD/1976

H2
TANGGAL 11/11/1976
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RENCANA KOTA

SEMATA-MATA MENYATAKAN INFORMAS!I RENCANA KOTA

DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH
KETERANGAN :
1. BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONAS! DAN PETA PADA FORTAL
JAKARTA SATU;

2. BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMDR 108 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KE TIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL;

3. BEADASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;

4. BEADASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGAHAAN PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;

5. PERNAH DITERBITKAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1728 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI
UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDABAN HOTEL INDONESIA - KOTA DENGAN NOMOR PEMERIKSAAN
232/P/B/PPSR/DCKTRP/XV2018;

8. PERNAH DITERBITKAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1713 TAHUN 2013 TANGGAL 18 DESEMBER 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1728 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKAS! UNTUK PEMBANGUNAN MASS RAFID
TRANSIT KORIDOR BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA; BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 652 TAHUN 2021 TENTANG TIM PERSIAPAN
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KQRIDOR BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA;

7. BERDASARKAN NDTA DINAS DARI KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINS| OK! JAKARTA SELAKU SEKRETARIS TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH
KEPADA ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA PROVINSI DKI JAKARTA SELAKU KETUA TiM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH NOMOR 1031-1.711 TANGGAL 31
ABUSTUS 2021 HAL VERIFIKAS! DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DRPT) UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR
BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA;

8. BERDABSARKAN SURAT DAR) KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVING! DKI JAKARTA KEPADA KEPALA (INAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI DKl JAKARTA NOMOR 4334-1.811.3 TANGGAL 16 SEPTEMBER 2021 HAL PENYAMPAIAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DPPT)
PERUBAHAN MRT KORIDOR BUNDARAN HI - KOTA:

8. BEMDABARKAN NOTA DINAS DARI KEPALA DINAS PERHUBUNGAN 0K JAKARTA KEPADA KEPALA DINAS GIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 458%/-1.811.3 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021 HAL PEAMOHONAN PEMBUATAN PETA LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN
JALUR MRT KORIDOR BUNDARAN Hi - KOTA;

10. BAHWA DIMENS! LERAR JALAN MERUPAKAN ANGKA PEMBULATAN, SEHINGGA YANG AKAN DIJADIKAN ACUAN DALAM PEMATOKAN ADALAH DIMENSI
EKSISTING YANG TERUKUR DILAPANGAN:

1. BAHWA PROSES PENGUKURAN DAPAT DILAKUKAN PADA SAAT PEMATOKAN (APABILA DIPERLUKAN):

12. SEBELUM PELAKSANAAN PEMBANGLINAN AGAR BERKODRDINAS! DENGAN INSTANS! TERKAIT.
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SIPPT A/N PT. CITRA GEMILANG NUSANTARA

NOMOR 3464/-1.711.5
TANGGAL 29/12/2003"

PLAZA JAYAKART

LEGENDA :

PETA IKHTISAR 1 : 25.000
Z&F Tra

LOKAS!

U777 STASIUNMRT

]
77" 3 JALURMRT

RENCANA KOTA

DAN TiDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH
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. BAHWA DIMENS| LEBAR JALAN MERUPAKAN ANGKA PEMBULATAN, BEMINGGA YANG AKAN DIJADIKAN ACUAN DALAM PEMATOKAN ADALAH DIMENSI

BERDASARKAN PERATLIRAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI DAN PETA PADA PORTAL
JAKARTA SATL;

BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KE TIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL;

BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PEWYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK KEFENTINGAN UMUM;

BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TARUN 2021
TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAG!
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;

PERNAH DITERBITKAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1728 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI
UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MAGS RAFID TRANSIT KORIDOR BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA DENGAN NOMOR PEMERIKSAAN
282/P:B/PPSA:DCKTRFXI2018;

PERMAH DITERBITKAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOA 1713 TAHUN 2019 TANGGAL 18 DESEMBER 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEFUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1726 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKAS/ UNTUK PEMBANGUNAN MASS RAFID
TRANSIT KORIDOR BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA; BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 882 TAHUN 2021 TENTANG TIM PERSIAPAN
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUF MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA;

BERDASARKAN NOTA DINAS DAR! KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINS! DKI JAKARTA SELAKU SEKRETARIS TIM PERSIAPAN PENQADAAN TANAH
KEPADA ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA PROVINSI DKI JAKARTA SELAKU KETUA TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH NOMOR 1881/-1.711 TANGGAL 31
AGUBTUS 2021 HAL VERIFIKAS! DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DPPT} UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR
BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA;

BERDASARKAN GURAT DARI KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVING! DKI JAKARTA KEPADA KEPALA DINAS GIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PFROVINS| DK! JAKARTA NOMOR 4334/-1.811.3 TANGGAL 16 SEPTEMBER 2021 HAL PENYAMPAIAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (OPPT)
PERUBAHAN MRT KORIDOR BUNDARAN HI - KOTA;

BERDASARKAN NOTA DINAS DARI KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DKI JAKARTA KEPADA KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PHOVINSI DKI JAKARTA NOMOR 4581/-1.811.3 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021 HAL PERMOHONAN FEMBUATAN PETA LOKAS! RENCANA PEMBANGUNAN
JALUR MRT KORIDOR BUNDARAN Hi - KOTA;

EKSISTING YANG TERUKUR DILAPANGAN:
BAHWA PROSES PENGUKURAN DAPAT DILAKUKAN PADA SAAT PEMATOKAN (APABILA DIPERLUKANY;
SEBELUM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN AGAR BERKOORDINAS! DENGAN INSTANS! TERKAIT.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
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/ SEMATA-MATA MENYATAKAN INFORMAS!I RENCANA KOTA
DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH
N SN
\ KETERANGAN :
N ! 1. BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI DAN PETA PADA PORTAL
! JAKARTA SATU;
A 2. BERDABARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KE TIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN
- NOMOR 3 TAHUN 20158 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL;
3. BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI
P PEMBANGUNAN LINTUK KEPENTINGAN UMUM;
4, BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RLUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG KETENTUAN PELA PERATURAN MERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;
5. PERNAH DITERBITKAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAR KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1728 TAHUN 2018 TENTAMG PENETAPAN LOKASI
3 UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA DENGAN NOMOR PEMERIKSAAN
e 232/PBPPSR/DCKTRPIXI2018;
- 6. PERNAH DITERBITKAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUBUS IBUKOTA JAKARTA NMOMOR 1713 TAHUN 2013 TANGGAL 18 DESEMBER 2019
. ' TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1728 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PFEMBANQUNAN MASS RAPID
o TRANSIT KORIDOR BUNDARAN HOTEL INDOMES!IA - KOTA; BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 682 TAHUN 2021 TENTANG TIM PERSIAPAN
o PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KQRIDOR BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA;
. 7. BERDASARKAN NOTA DINAS DARI KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI DKI JAKARTA SELAKU SEKRETARIS TIM PERSIAPAN PENOADAAN TANAH
KEPADA ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA PROVINS! DKI JAKARTA SELAKU KETUA TiM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH NOMOR 1031/-1.711 TANGGAL 31
AGUSTUS 2021 HAL VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DPPT) UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR
~ BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KQOTA;
Ny 8. BERDABARKAN SURAT DARI KEPALA DINAS PERHUBLINGAN PROVINS! DK! JAKARTA KEPADA KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAM PERTANAHAN
o PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 4334/-1.811.3 TANGGAL 16 SEPTEMBER 2021 HAL PENYAMPAIAN DOKUMEN PERENCANAAN PENQADAAN TANAH (DPPT)
PERUBAHAN MRT KORIDOR BUNDARAN HI - KOTA;
9. BERDASARKAN NOTA DINAS DARI KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DKI JAKARTA KEPADA KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINS! DKI JAKARTA NOMOR 4581/41.811.3 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021 HAL PERMOHONAN PEMBUATAN FETA LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN
~ 1 JALUR MRT KORIDOR BUNDARAN HI - KOTA;
\ 10. BAHWA DIMENS! LEBAR JALAN MERUPAKAN ANGKA PEMBULATAN, SEHINGGA YANG AKAN DIADIKAN ACUAN DALAM PEMATOKAN ADALAH DIMENS!
/ EKSISTING YANG TERUKUR DILAPANGAN:
o 11. BAHWA PROSES PENGUKURAN DAPAT DILAKUKAN PADA SAAT PEMATOKAN (APASILA DIPERLUKAN);
d 12. SEBELUM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN AGAR BERKOCURDINASI DENGAN INSTANS! TERKAIT.
<
: A
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SEMATA-MATA MENYATAKAN INFORMASI RENCANA KOTA
DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH

KETEHANGAN
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCAMA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI DAN PETA FADA PORTAL
JAKARTA SATU:

2. BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108 TAHUN 2020 TENTANG FERUBAMAN KE TIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIOMAL;

3. BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TEMTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGH
PEMBANGUNAN UNTUK KEFENTINGAN UMUM;

4, BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMGOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAG!
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;

5. PERNAH DITERBITKAN KEPUTUSAN GLIBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1728 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI
UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MABS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDARAN HOTEL INDONESMA - KOTA DENGAN NOMOR PEMERIKSAAN
232/PB/PPSROCKTRP/XV2018;

6. PERNAH DITERBITKAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1713 TAHUN 2019 TANGGAL 18 DEGEMBER 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1728 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN MASS RARID
TRANSIT KORIDOR BUNDARAN HOTEL INDOMESIA - KOTA; BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 682 TAHUN 2021 TENTANG TIM PERSIAPAN
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA

7. BERDASARKAN NOTA DINAS DARI KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSS DKI JAKARTA SELAKU SEKRETARIS TIM FEASIAPAN PENGADAAN TANAH
KEPADA ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA PROVINS! DKI JAKARTA SELAKU KETUA TIM PERSIAPAN PENGANAAN TAMAH NOMOR 1091/-1.711 TANGGAL 31
AGUSTUS 2021 HAL VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DFPT) UNTUK PEMBANGLUNAN JALUR MASS RARID TRANSIT KORIDOR
BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA;

8. BERDASARKAN SURAT DAR) KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA KEPADA KEPALA DINAS GIFTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHANM
PROVINS! DKI JAKARTA NOMOR 4334/-1.811.3 TANGOAL 16 SEPTEMBER 2021 HAL PENYAMPAIAN NOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DPPT}
PERUBAHAN MRT KORIDOR BUNDARAN HI - KOTA;

8. BERDASARKAN NOTA DINAS DARI KEFALA DINAS PERHUBUNGAN DK) JAKARTA KEPADA KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINS! DKI JAKARTA NOMOR 4581/-1.811.3 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021 HAL PEAMOHCONAN PEMBLIATAN PETA LDKASI RENCANA PEMBANGUNAN
JALUA MRT KORIDOR BUNDARAN HI - KOTA;

10. BAHWA DIMENS! LEBAR JALAN MERUFAKAN ANGKA PEMBULATAN, SEHINGGA YANG AKAN DIJADIKAN AGUAN DALAM PEMATOKAN ADALAH DIMENSI
EKBISTING YANG TERUKUR DILAPANGAN:

11. BAHWA PROSES PENGUKURAN DAPAT DILAKUKAN PADA SAAT PEMATOKAN (APABILA DIPERLUKAN];

12. SEBELUM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN AGAR BERKOORDINAS! DENGAN INSTANS! TERKAIT.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR

GUREANUR DAERAH KHUSUS DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
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BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI DAN PETA PADA PORTAL
JAKARTA SATU;

BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMUR 109 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KE TIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEFATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL;

BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PENYELEMGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;

BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH.BAGH
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;

PERNAH DITERBITKAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1728 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASH
UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MAES RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA DENGAN NOMOR PEMERIKSAAN
232/PB/PPSR/DCKTRI/XI2018;

PERNAH DITERBITKAN KEPUTUSAN GUBERMUR PROVINS! DAERAH KHUSUB IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1713 TAHUN 2015 TANGGAL 18 DESEMBER 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS KERUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1728 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKAS) UNTUK PEMBANGUNAN MASS RARID
TRANSIT KORIDOR BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA; BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 882 TAHUN 2021 TENTANG TIM FERSIAPAN
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGLNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA;

BERDASARKAN NOTA DINAS DARI KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SETOA PROVINSI DKI JAKARTA SELAKU SEKRETARIS TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH
KEPADA ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA PROVINS! DKt JAKARTA SELAKU KETUA TiM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH NOMOR 1031/-1,711 TANGGAL 31
AGUSBTUS 2021 HAL VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DFPT) UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR
BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA;

BERDASARKAN BURAT DARI KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINS! DKI JAKARTA KEPADA KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINS! DKI JAKARTA NOMOR 4334/-1.811.3 TANGGAL 16 SEPTEMBER 2021 HAL FENYAMFAIAN DOKUMEN PERENCANAAN FENGADAAN TANAH (DPPT)
PERUBAHAN MAT KORIDOR BUNDARAN H1 - KOTA;

BERDASARKAN NOTA DINAS DAR! KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DK) JAKARTA KEPADA KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINS! DKI JAKARTA NOMOR 4581/-1.811.3 TANGOAL 30 SEPTEMBER 2021 HAL PERMOHONAN PEMBUATAN PETA LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN
JALUR MRT KORIDOR BUNDARAN H! - KOTA;

. BAHWA DIMENSI LEBAR JALAN MERUPAKAN ANGKA PEMBULATAN, SEHINGGA YANG AKAN DIADIKAN ACUAN DALAM PEMATOKAN ADALAH DIMENS!

EKSISTING YANG TERUKUR DILAPANGAN:
BAHWA PROSES PENGUKURAN DAPAT DILAKUKAN PADA SAAT PEMATOKAN (APABILA DIPERLUKAN);
SEBELUM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN AGAR BERKOGRDINASI DENGAN INSTANS! TERKALT.
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